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BUPATI KARANGANYAR

bahwa fs'ebaéai”pclaks'aﬁéa‘ri'keténtUan Pasal 6 Peraturan
Daerah Nomor .... Tahun . 2014 tentang Anggaran Pendapatan

~dan Belanja - Daerah “Tahun Anggaran 2014, maka perlu
- ditetapkan dengan" Peraturan Bupati Kara'lganyar tentang “

{iPenJabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

. bahwa untuk maksud tersebut perlu dlatur dan dltetapkanf;v, -
‘dengan’ Peraturan- Bupati ' tentang - Pen_]abaran Anggaran S

,Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 14

.;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Sy tentang‘ L

Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lmgkungan E
.Propmm Jawa Tcngah Ll T -

.‘,Undang-Undang Nornor 28 Tahun ' 1999 tentang
E Penyelenggaraan Negara yang Bersﬂx dan Bebas dan Korupsi, -
- Kolusi-dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubhk Indonesia =
- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lernbaran Negara Repubhk o

*Indonesm Nomor 3851)

© 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan».‘.::_"',"..,.
 Negara. (Lembaran Negara Repubhk Indonesia. Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm_i_;;-.»f :

Nomor 4286), Sl e T

‘ 'Undang'Undang -, Nornor 1 Tahun 2004' | tentang A
* Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubhk S
: Indonesxa Nomor 4355), L SN g e e

. Undang—Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pernenksaan co

. " Pengelolaan dan 'I‘anggung;awab Keuangan Negara (Lembaran‘ LR

. Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan S
B vaembaran Negara Repubhk Indonesxa Nomor 4400), o




- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang S1stem
.~ Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran ‘Negara -

-~ Republik Indonesia ‘Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan"
Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 442 1), AR

v,'-;f}._7‘.:'.:[“‘Undang—Undang Nomor ;}_ 32 Tahun | 2004 tentang :
. Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Repubhk IndoneSIa‘
R Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan * Lembaran Negara

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
-~ Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang

' Keuangan antara Pemerintah ~Pusat dan Pemerintahan

o Repuohk Indonesia Nomor 4437) sebagalmana telah diubah

- "Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmerintahan Daerah o
o (Lembaran Negara Pepub 1k Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, = -
- Tambahan . Lembaran Npg‘avrav R?publlk_ vIvn, doncsla ST

,Undang-Undang Nomor 33 Tahur‘ 2004 tentung Perlmbangan e

_ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun’ 2004,“:'5‘.' -
.. Nomor 126, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesm‘ L

f.Undang-Undang Nomor 28 ’I‘ahun 2009 tentang Pajak Daerah o

© " dan Retribusi Daerah’ (Lembaran Negara Republik Indone.e,la,'.'z‘:"‘f" .

- Repubhk Indonesm Nomor 5049),

10 ‘Undang—Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan PR :

::fv.v""'"':‘"’_h.:Negara Repubhk Indonesm Nomor 5234), ERE

~Tahun 2009 Nomor 130, “Tambahan Lembaran Negara

. Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik - i
~Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, ’I‘ambahan Lernbaran S

1. Peraturan Pernermtah Nomor 7 Tahun 1977 tentang e

. Peraturan Gaji - Pegawa1 ‘Negeri  Sipil (Lembaran ‘Negara

" Republik Indonesia Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Ll

-~ Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah S

~ beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor - e

22 'I‘ahun 2013 tentang ‘Perubahan - Kelimabelas = atas: -
- Peraturan Pemerintah  Nomor 7 Tahun 1977 tentang
" Peraturan Gaji Pegawai - Negerl Sipil - (Lembaran Negara*‘f_ﬁfj_‘ S

Repubhk Indonesxa 'I‘ahun 20 13 Nornor 57),

Peraturan Pernerlntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang’f R R

~  ‘Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
© . Dewan. Perwakilan = Rakyat - ‘Daerah '(Lembaran “Negara
'_Repubhk Indonesia’ Tahun' 2004 Nomor 90, Tambahan =
- Lembaran Negara Repubhk Indonesia ~ Nomor. 4416)

L sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhlr dengan

 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 - (Lembaran-‘.f;"-l e

. Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan‘} L

Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Nomor 4712)

S 13',"? Peraturan Pemermtah Nomor 23 Tahun ZOOo tentang’ffff

S Pcngelolaan Keuangan Badan Layanan Urnum (Lembarany"i.”




Negara Repubhk Indonesxa Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan, e .

S »v Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 450'7), .

14

-_-Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tabun 2005 tentang Dana

R Penmbangan (Lembaran ‘Negara Repubhk Indonesia

" Tahun 2005 Nomor . 137, 'I‘ambahan Lembaran Negara'

et Repubhk Indonesm Nomor 4575)’ R

Los

| Peraturan Pemenntah Nomo1 56 Tahun 2005 tentang 81stem-’; o

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik .~

~ Indonesia  Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran. SR
o VNegara Repubhk Indone51a Nomo~ 4576) A SR e

LI

Peraturan Pernerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang O
~ Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik - =
~ " Indonesia’ Tahun 2005 Nomor - 140, ’I‘ambahan Lembaran'}"[’?'f'
.bNegara Repubhk Indone31a Nomor 4578), o o o

Peraturan Pemenntah Nornor 65 Tahun 2005 tentang', R
~ Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan =
- Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 .

- Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a A

~ Nomor 4585);.

chraturan Pemermtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang' s
_Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pcnyelenggaraanv'f.*'fj“'i‘
- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia =
~Tahun 2005 ‘Nomor 165, 'I‘arnbahan Lembaran Negara
'}‘Repubhk Indonema Nomor 4593), ST RSN

Peraturan Pemermtah Nomor 8 Tahun 2006 tentangl S

~ Pelaporan = Keuangan ‘dan - Kmerja Instansi Pemerintah .~

-~ (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2006 Nomor 25, =

.. Tambahan - Lembaran Negara & Repubhk Indones1a S
L v-Nomor 4614), f e T . | ..

: . Peraturan Pemenntah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang Standar f
© .- Akuntansi Pemerintahan (Lcmbaran : Negara Repubhk RN
o Indonesxa Tahun 2011 Nomor 123),

‘ f Peraturan Pemermtah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
- Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia A
" Tahun 2011 Nomor 56, ’I‘ambahan Lembaran Negara'ﬂ;

i Repubhk Indonesxa Nomor 52 19),

22, Peraturan Menten Dalam Negem Nomor 13 Tahun 2006-7 el
. _tentang  Pedoman =  Pengelolaan . Keuangan . Daerah JRREEE
' _sebagaimana - telah" diubah beberapakah terakhxr dengan
~*‘gg'ﬁ‘Per.alturan Menteri . Dalam Negeri. Nomor 21 Tahun 2011 -
tentang Perubahan Kedua atas. Peraturan Menteri Dalam
' Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan‘_’f L

L Keuangan Daerah

‘ Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 32 Tahun 2011 | E |
.. tentang Pcdoman }P‘embenan Hibah ,dan_Ban_vtuan Sosial yang




.Meﬁétapkaﬁ

- 24,

05,

26,

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah o
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 32 Tahun 201 1

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor. 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pcndapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14
Tahun 2009 tentang Program Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009
Nomor 14); .

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15
Tahun 2009 ‘tentang Program Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun
'2009-2013 - (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2009 Nomor 15), . , ‘

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor...

Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja - »

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014
Nomor N . .

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

- PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2014

Pasal 1

»Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ’I‘ahun Anggaran
‘2014 terdln atas : ' LR _ v

| 1 Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp - ‘143.021:.955.00‘0,00 |
b. Dana Perimbangan . Rp 939.150.975.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Yang - ..
, Sah - ~ Rp 383.876.865.000,00

Jumlah Pendapatan Rp 1.466.049.795.000,00 -

. 2. Belanja

a. Belanja Tldak Langsung
1) Belanja Pegawai L Rp 1 002, 354 198 000,00
-2} Belanja Bunga o Rp o 0,00

3) Belanja Subsidi  Rp - | 10,00
4) Belanja Hibah Rp 7. 413.231.000,00



"91795.000.000.00

5) BelanJa Bantuan Sosml v
| ,2_0_00000 000,00 =

 6) Belanja Bagi Hasﬂ
7) Belanja Bantuan _ Gt B
- Keuangan ‘ ‘Rp  62.972.414.000,00
: 8) Belan_]a T1dak Terduga  " ~ "2 'Rp -~ 2.500.000.000,00 -

it ‘Rp‘5 1,.516_7.’034.843.000,00 .
"vbv.'Bclei‘nja Langsung SN R :

" 1)BelanjaPegawai . Rp 29. 001 900 050 5,00
2) Belanja Barang dan . .

Jasa . Rp 254.809.207.850,00
3) BelanJa Modal  _Rp 206.587.667.100,00

" Rp  490.398.775.000,00

- Jumlah Belan_]a £ Rp1657433618000,oo

Surplus/ (Deﬁ131t) E o Rp N 191383823000,00)

S a. Penerlmaan A Rpg.[l98_. 124.823}.000,00 '
1) Sisa Leblh Perhltungan O B T f
" Anggaran” Tahun Anggaran R I
" Sebelumnya T Rp 197 383 823 000 OO, L
2) Penarikan dari AMU R S T
-Bank Jateng S 'Rp 194 000 000 00 ST
3) Sharmg Cadangan 'I‘ujuan o S T
Dan Bank Jateng R L

» ,7 547 ooo ooo oo_',_' L

b Pengeluaran . " 6 741 000 000 00:_:”,

1) Penyertaan Modal (Investam) g el
‘Pemerintah Daerah - R Rp 6 741 000 000 OO

)Pernbcrxan ijaman e Lo
Berguhr Dana ’I‘unda

- Jual

3) Pembayaran Hutang

’ Talangan LUEP kepada L

Jumlah Pemblayaan netto o nv_',,Rp . 191383823000,00 s

. Slsa lebzh pemblayaan anggaran
| Tahun berkcnaan e 0,000




' -Agar senap " orang mengetahumya,-_ memenntahkan

Pasal 2 :
ngkasan Penjabaran APBD sebagalmana dimaksud dalam

Pasal 1 sebagalmana tersebut dalarn Lamp1ran 1 Peraturan
Bupat1 ini. :

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dlrmm

lebih lanjut sebagaxmana tersebut dalam Lampxran II Peraturan -

' Bupatx 1n1 -

Pasal 4

Lamplran sebagalmana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3

merupakan bag1an yang tldak terpxsahkan dan Peraturan’ B
Bupatl 1n1 ' _ v

»

Pasal 5

.Pelaksanaan penjabaran APBD yang dxtetapkan dalam

peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-
SKPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan -

:  Pasal6 |
Angoaran Pcndapatan dan Belanja Daerah ini berlaku sejak 1
Januan sampa1 dengan 31 Desember 2014,

Pasal 7
Peraturan Bupau ini mulai berlaku pada tanggal d1undangkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

» Ditétapkan di Karanganyar
pada tanggal

BUPATI KAQANGANYAR

© JULIYATMONO

. Diundangkan di Karanganyar
- Pada tanggal .

- SEKRETARIS DAEI

ABUPATEN KARANGANYAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA
TENGAH : (28/2014)



